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TAHUN ANGGARAN 2020
BUPATI LEBONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan
Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negen Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri
Sipil, dan Penerima Pensiun dan Tunjangan, dipandang
perlu melakukan pembayaran Gaji Ketiga Belas kepada
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lebong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupalti tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga
Belas Untuk  Pegawni Negeri Sipil di Lingkungan
gﬁ?ﬁﬁnmh Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Ne
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran gara
Republik Indonesia Nomor 4286); .

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003

te
Pcmbepml-:an_ Kabupaten Lebong dan Kabu;au:]:ﬁ
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Ne
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Numnr‘4349]-

Undang-Undang Nomor 1 T
Perbendaharean Negara {lxmba?‘hm]jn N:ig?:
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Le baran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ™

Bengkuly



10.

11,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234], sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomoer 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 34, Tambahan Lembaran Ne :
Indonesia Nomor 2854); gara Republik

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977

Pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil [Lcrnharanl!‘eﬁlr:inrﬁ
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11 Tamhagl-lan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir de '
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tmngan
Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pcm:rinmtzﬁ

Nomor 7 Tahun 1977 tentan
i g Pengaturan Gaiji ;
¥:Ecn Sipil (Lembaran Negara Republi lnpegdu awai
un 2019 Nomor 43); k nesia



12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
scbagai Daecrah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanpgungjawaban
Kepala Daecrah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara P:mt_:nnt.&h.
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan F:mennmhafn
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
MNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Momor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang
tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau
Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada F:egawa_i
MNegeri  Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegnwai
Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun dan
Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 189, Tambahan Lemba ¥
Indonesia Nomor 6545); Negara Republik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom

or 105 T
tentang Pengelolaan dan Pcﬂanggung‘awabanajlxﬁnuu
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia TahEE

2000 Nomor 202, Tambahan Le
Indonesia Nomor 4022); mbaran Negara Republik



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 teniang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 310);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20115
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berta
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036]:
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157);

72. Peraturan Dacrah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah [Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun
2016 Nomor 10);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomeor 5 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lebong Tahun 2018 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG TEKNIS
PEMBERIAN GAJl KETIGA BELAS UNTUK PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud de :
l. Pemerintah Daerah adalah pen jr=
i yelenggaraan urusan i
z::::nqtaah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dag'cart?c:;m s
g ﬂm:ist :.I'I. dtugas ‘pe_mbnntuan dengan prinsip otonomi sc!uas—luaasaﬁ
& s dﬂa'l la;lnn L;[:-némp l'flcgara Kesatuan Republik Indonesia sehagainf:}rﬂ
alam R : na
Lglmqsﬂk. ng-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
5. Pe i LA, :
gawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara

Indonesia yang memenuhi

Lol Lt tertentu ian g

Anaratur S syara enty,  diangkat -

Apamr ipil Negara sccara tetap oleh pejabat pembina k S o Pegtval
enduduki jabatan pemerintahan. a kepegawaian untuk



BAB II
PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Gaji Ketiga Belas tahun 2020 diberikan kepada:
a. PNS; dan
b. Calon PNS.

Pasal 3

PNS scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurufl a sampai dengan hurufl ¢
meliputi PNS dalam jabatan:
a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan sctara jabatan pimpinan tinggi; )
b. fungsional ahli utama atau dalam jebatan sectara jabatan fungsional ahli
utama,
c. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
d. pengawas atau dalam jabatan yang sctara jabatan pengawas,
e. fungsional ahli madya;
f. fungsional ahli muda;
. g. fungsional ahli pertama;
. - fungsional penyelia;
- i. fungsional mahir;
j. fungsional terampil;
k. fungsional pemula; dan
1. pelaksana.

Paszal 4

Gaji Ketiga Belas tahun 2020 tidak diberikan kepada:

a. Pejabat Negara;

b. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

d. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan

e. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam
maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan olch instansi tempat

penugasan.

Pasal 5

\

(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibenkan paling
banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli.

(2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena
berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih
kekurangan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 6
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diberi )
paling banyak meliputi: yat (1) diberikan bagi PNS,
a. gaji pokok;

b. tunjangan keluargn; dan
c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

e




Pasal 7

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi:

a. penerima gaji terusan dari PNS;

b. penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang, yaitu scbesar penghasilan 1
{satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli, dan anggarannya dibebankan
pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.

Pasal 8
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diberikan bagi Calon
PNS, paling banyak meliputi:
a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
b. tunjangan keluarga; dan
¢. tunjangan jabalan atau tunjangan umum.

Pasal 9

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) tidak
termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan
bahaya, tunjangan risiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau
tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tamhﬂ_hﬂn
penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan,
tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan
tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif
yang ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan atau peraturan
internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain di luar sebagaimana

dimaksud dalam pasal 7 sampai dengan pasal 8.
Pasal 10

(1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal S ayat (1) maka Gaji Ketiga Belas diberikan salah
satu yang jumlahnya lebih besar.

(2) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas maka
kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan
kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Dalam hal FfNS sckaligus sebagai penerima pensiun janda/duda -H..tﬂ'l.,l
per_t;:rima tunjangan jandafduda maka diberikan Gaji Ketiga Belas sekaligus
Gaji Ketiga Belas Penerima Pensiun janda/duda atau tunjangan janda/duda

Pasal 11

(1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal i
dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain hcrdasa?kziatlﬂl::} foms
3 S:ragt}t;:m:?aﬂcmndang-undangan, v =
nghasi sebagaimana dimaksud da a i 3
pcngh_asilan sesuai dengan ketentuan l;mtura};?t Piingaﬂ;cnakan Pk
dan ditanggung pemerintah. EE-URcangan

BAB INI
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 12
(1) Gaji Ketiga Belas dibayarkan pada Bulan Agustus



G~

hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum

2) Dalam _
“dnpal dilaksanakan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan
berikutnya.

Pasal 13
Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Pcraturap Bupati ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bag:
1. PNS yang bekerja pada Pemerintah Dacrah; dan
2, Calon PNS pada Pemenintah Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 14 Agustus 2020
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Diundangkan di Tubei
pada tanggal 14 Agustus 2020

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 38

SEVERINTAY KABUPATEN LEBONG
RAGIAN HUKUM -

FENELASH FRODUE HORUM
" WERBENG |1




